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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Prosedur penetapan biaya terhadap pemberian hak atas tanah masyarakat 

yang dijadikan lokasi atau obyek prona itu bisa dikatakan tidak ada tetapi 

yang disebut dengan biaya itu ialah biaya administrasi saja untuk keperluan 

masyarakat seperti pengukuran dan juga biaya-biaya yang lainnya kecuali 

dalam pembiayaan sertifikat yang ditanggung oleh APBN/DIPA oleh kantor 

pertanahan Kabupaten Bone Bolango itu seperti penyuluhan, pengumpulan 

data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan 

SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, dan 

penyerahan sertifikat.  

2. Pemberian hak atas tanah masyarakat telah dijalankan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan itu belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang sudah 

ditetapkan karena melihat hasil dari pengamatan dilapangan masyarakat 

yang melakukan pembuatan sertifikat prona masih dipungut biaya. Sesuai 

dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pemberian hak atas tanah 

kepada masyarakat dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan 

kepada Negara tetapi hanya dikenakan biaya administrasi.  
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5.2 Saran 

1. Diharapkan kepada pihak hendaknya para pemerintah seperti Kantor 

Pertanahan atau pemerintah desa setempat untuk bisa melakukan sosialisasi 

atau penyuluhan kepada masyarakat, agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap aturan-aturan yang sudah ada, dan juga harus ada pengawasan 

yang intensif pada pemerintah desa setempat. Kemudian dengan rendahnya 

kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang pembuatan sertifikat prona 

ini maka selaku pemerintah harus membantu masyarakat agar dapat 

memahami tentang pembuatan sertifikat prona tersebut. 

2.  Diharapkan juga kepada masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

dengan bertanya kepada yang lebih mengetahui masalah dalam pengurusan 

prona tersebut. Sehingga tidak ada kesalah pahaman terhadap pembuatan 

sertifikat prona dan masyarakat harus bisa mengetahui berapa perincian 

biaya dalam pengurusan prona agar masyarakat ada yang namanya payung 

hukum atau badan hukum, dan pastinya untuk kedepan nanti pengurusan 

prona bisa berjalan dengan aman dan tidak bermasalah. 
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